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Pendahuluan 

Tujuan studi ini yaitu menganalisa kekosongan hukum atas seni digital dalam 
NFT (Non-Fungible Token) sebagai pelanggaran hak kekayaan intelektual dan 
mengetahui bagaimana pengaturan saat ini mengenai seni digital dalam NFT ditinjau 

dari Hak Kekayaan Intelektual.bentuk NFT merupakan asli hasil karya dan bukan 

merupakan hasil pencurian atau plagiasi karya yang telah ada sebelumnya. 

memicu terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan oknum-
oknum tertentu seperti plagiarisme, pencurian karya bahkan pemalsuan dan penipuan. 
Sehingga perlulah penambahan peraturan mengenai segala aktivitas di dalam NFT itu 
sendiri termasuk sanksi hukumnya. Kajian ini berupaya menjelaskan segala 
kemungkinan-kemungkinan tindak pidana yang mungkin terjadi beserta 
penyelesaiannya berdasarkan pada regulasi terkait Hak Kekayaan Intelektual. 

Tulisan Utama 

Tujuan studi ini yaitu menganalisa kekosongan hukum atas seni digital dalam 
NFT (Non-Fungible Token) sebagai pelanggaran hak kekayaan intelektual dan 
mengetahui bagaimana pengaturan saat ini mengenai seni digital dalam NFT ditinjau 
dari Hak Kekayaan Intelektual. 

. NFT ini dapat dikatakan aset digital yang mewakili objek dunia nyata seperti karya seni 
lukisan, animasi, foto, video, gambar, musik, tanda tangan, tiket, dan karya kreatif lainnya  

Perlakuan kelangkaan (rarity) dan keunikan (uniqueness) ini adalah 

sebagaimana halnya pada benda-benda seni (artworks). Oleh karena itu, 

mekanisme penjualan NFT dilakukan melalui mekanisme lelang (auction), 
 

Simpulan 

Tujuan studi ini yaitu menganalisa kekosongan hukum atas seni digital dalam NFT 
(Non-Fungible Token) sebagai pelanggaran hak kekayaan intelektual dan dapat 
merugikan oknum-oknum tertentu seperti plagiarisme, pencurian karya bahkan 
pemalsuan dan penipuan. 
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